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Islamic Political Economy: Thought, Movement and Development 
 
Abstract.  Islamic political economy is a discipline that studies the interaction between economic and 
political principles within the context of Islamic teachings. This article examines the evolution of 
Islamic political economic thought from the classical era to the contemporary era. This research also 
explores various Islamic economic movements that have emerged in response to global and regional 
economic challenges, including the emergence of the Islamic banking system and Sharia-based 
economic initiatives. Furthermore, this article evaluates recent developments in Islamic political 
economy, including the role of Islamic financial technology (Shariah Fintech), Sharia-based economic 
policies adopted by several countries, and global efforts to promote economic and social justice 
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according to Islamic principles. With a comprehensive analysis, this article aims to provide in-depth 
insights into how Islamic political economy continues to develop and adapt in the face of rapidly 
changing global economic dynamics. 
 
Keywords: Islamic Economic Politics, Thoughts, Movements. 

 
Abstrak. Politik ekonomi Islam adalah disiplin yangmempelajari interaksi antara prinsip-prinsip 
ekonomi dan politik dalam konteks ajaran Islam. Artikel ini mengkaji evolusi pemikiran ekonomi 
politik Islam dari era klasik hingga era kontemporer, Penelitian ini juga menggali berbagai gerakan 
ekonomi Islam yang muncul sebagai respons terhadap tantangan ekonomi global dan regional, 
termasuk munculnya sistem perbankan syariah dan inisiatif ekonomi berbasis syariah. Lebih lanjut, 
artikel ini mengevaluasi perkembangan terkini dalam politik ekonomi Islam, termasuk peran teknologi 
keuangan syariah (Fintech Syariah), kebijakan ekonomi berbasis syariah yang diadopsi oleh beberapa 
negara, serta upaya global dalam mempromosikan keadilan ekonomi dan sosial menurut prinsip-
prinsip Islam. Dengan analisis yang komprehensif, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan 
mendalam tentang bagaimana politik ekonomi Islam terus berkembang dan beradaptasi dalam 
menghadapi dinamika ekonomi global yang cepat berubah. 
 
Kata Kunci: Politik Ekonomi Islam, Pemikiran, Gerakan. 
 
 

PENDAHULUAN  
Banyak cendekiawan merumuskan, bahwa unsur pokok suatu peradaban 

(civilization) adalah agama, di mana agama adalah faktor terpenting dalam 
menentukan karakteristik suatu peradaban, sebab itu Bernard Lewis, menyebutkan 
peradaban Barat dengan sebutan Chirstian Civilation, dengan unsur utama agama 
Kristen. Samuel P. Huntington juga menulis, “Agama adalah karakteristik sentral yang 
menentukan dalam peradaban”. Diantara empat peradaban besar yang masih 
eksisIslam, Barat, India dan Cina, menurut Hutington, terkait dengan agama Islam, 
Kristen, Hindu dan Konghucu.(Adian Husaini, 2015:21) Begitu juga dengan negara 
Indonesia, yang peradabannya dipengaruhi oleh Agama Islam, sejarah membuktikan 
bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia lahir dari semangat para Ulama untuk 
memerdekakan bangsa ini dari penjajah.  

Agama Islam sebagai agama universal dan komprehensif serta berlaku 
sepanjang zaman, universal dalam artian Agama Islam berlaku untuk kehidupan 
manusia, komprehensif artinya Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia 
dengan sang pencipta (hubungan vertikal) semata, namun Islam juga mengatur 
hubungan manusia dengan manusia beserta mahkluk ciptaan-Nya, berlaku sepanjang 
zaman artinya Islam tidak hanya berlaku pada zaman kenabian semata, namun 
sepanjang zaman, di mana penerapan ajarannya sesuai dengan kebutuhan manusia 
pada setiap peradaban yang berbeda. Oleh karena itu Islam sangat lekat dengan 
masyarakat Indonesia, dalam hubungan sosialnya masyarakat Indonesia sangat 
dipengaruhi oleh syariat Islam, termasuk sistem ekonomi dan politik di Indonesia. 

Sayyid Qutub berpendapat bahwa, setiap sistem masyarakat mempunyai 
filsafat, seperti halnya sistem politik dan prinsip-prinsip dasar berdirinya, sistem 
ekonomi dan pokok-pokok peganganya, sistem moral dan sandarannya, tujuan-tujuan 
alami dan pemecahannya akibat praktik sistem tersebut. Sistem yang paling sukses 
adalah sistem yang berdasarkan akidah yang tepat, mengenal manusia dengan 
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pengenalan yang sebenarnya, dan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada 
makanan kasar buat fisiknya, memberikan kebebasan dan persaamaannya, 
memberikan gambaran yang benar lagi sempurna tentang tabiat, wujud dan 
kehidupan fitrahnya.(Mahdi Fadulullah, 2018:57) Sayyid Qutub memiliki pandangan 
terhadap sistem-sistem sosial yang diterapkan oleh masyarakat luas. Dan pada 
dasarnya sistem-sistem sosial memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial 
masyarakat, termasuk sistem ekonomi dan politik. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa kinerja perekonomian suatu negara 
ditentukan oleh banyak faktor dan tiga diantaranya yang paling menentukan adalah: 
(1) kebijaksanaan- kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, (2) 
lingkungan di mana perekonomian tersebut beroperasi, dan (3) sistem ekonomi 
politik yang digunakan.(Deliarnov, 2016:4) Semua faktor-faktor penentu kinerja 
perekonomian tersebut bisa berubah setiap saat, jika kondisi yang ada di masyarakat 
mengalami berubah, baik perubahan yang disebabkan karena cara pandang 
masyarakat (atau ideologi), adat-istiadat, norma- norma atau aturan-aturan 
pemerintah, maupun perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi. 

Politik dan ekonomi adalah entitas yang tidak bisa terpisahkan, satu sama lain 
saling berhubungan. Dinamika hubungan politik dan ekonomi telah menjadi 
perhatian banyak peneliti di dunia akademisi. Perubahan politik akan berpengaruh 
terhadap kehidupan ekonomi, dan sebaliknya kehidupan ekonomi berpengaruh 
terhadap kehidupan politik.(Nur Kholis, 2013:182) 

Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk dengan multikultural 
masyarkatnya, mulai dari suku, adat istiadat, bahasa maupun agama, dengan jumlah 
penduduk lebih dari 230         juta jiwa, dengan keberagaman serta jumlah penduduk 
dengan jumlah besar, tentu diperlukan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas 
sosial, hukum, ekonomi dan politik. 

Hal ini mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang dalam setiap 
aktivitasnya akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Termasuk dalam aktivitas 
ekonomi, yang mana rawan akan gesekan-gesekan yang timbul dari interaksi tersebut, 
serta rawan berujung pada konflik horizontal, dan di sinilah diperlukan peran 
pemerintah sebagai regulator, untuk tetap menjaga agar kegiatan ekonomi yang 
dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yakni 
kesejahteraan bersama, sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945. 

Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia, telah banyak 
mempengaruhi corak kehidupan sosial masyarakatnya sampai dengan dasar negara 
yakni Pancasila dan UUD 1945. Meskipun tidak secara ekplisit diuraiakan demikian, 
namun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam. Tidak sampai di situ sistem 
pemerintahan, sistem ekonomi, sistem politik dan hukum juga dipengaruhi oleh 
Islam, bahkan sejarah membuktikan gerakan kemerdekaan juga di pengaruhi oleh 
Islam, di mana pejuang muslim berkontribusi besar terhadap kemerdekaan bangsa 
ini.(Syahbudi, 2013:198) Tekad kemerdekaan ini dimotivasi oleh keinginan yang kuat 
untuk menegakkan Islam secara kaffah. 

Sistem politik ekonomi  Islam memberikan kesempatan seluas-luasya kepada 
stakeholder ekonomi (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya) 
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untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk mencari keuntungan dalam setiap 
kegiatan ekonomi. Salah satu bukti bahwa sistem ekonomi Islam diterapkan di 
Indonesia adalah lembaga ekonomi masyarakat yang dikembangkan dan berkembang 
adalah koperasi sebagai badan usaha rakyat, dan seiring berjalannya waktu praktik-
praktik ekonomi Islam semakin nampak secara nyata, berkembangnya lembaga 
keuangan syariah (LKS) menjadi salah satu bukti empiris akan praktik ekonomi Islam 
di bumi Indonesia. 

Ekonomi Islalm tidalk halnyal menjaldi walcalnal normaltif, lebih dalri itu 
berdalsalrkaln kaljialn- kaljialn ekonomi Islalm, pralktik ekonomi Islalm telalh membalwal 
dalmpalk positif terhaldalp perkembalgaln Usalhal Mikro Kecil daln Menengalh (UMKM), 
yalng selalnjutnyal dalpalt berkontribusi positif terhaldalp pembalngunaln perekonomialn 
Nalsionall. 

Nalmun peneralpaln sistem ekonomi Islalm tidalk berjallaln mulus, balnyalk 
talntalngaln daln hallalngaln yalng dihaldalpi oleh malsyalralkalt muslim Indonesial, daln hall 
yalng salmal jugal diallalmi oleh balnyalk negalral muslim. Dual dialntalral falktor yalng 
menyebalbkaln terdalpalt sualtu juralng pemisalh yalng lebalr alntalral syalrialh daln pralktik 
alktuall di negalral-negalral muslim, aldallalh kemunduraln kalum muslimin daln alkibalt 
penejaljalhaln oleh kekualtaln impreallis, balik kalpitallis malupun sosiallis.(Ihsan dan Amar, 
2016:11) Penjaljalhaln yalng dilalkukaln oleh impreallisme dilalkukaln di berbalgali bidalng 
daln sendi kehidupaln, mulali dalri malkalnaln, pendidikaln, ekonomi, politik, galyal hidup 
daln lalin sebalgalialnyal. 

ALkibaltnyal kalum muslimin tidalk lalgi menjaldikaln ideologi sebalgali dalsalr 
pemikiraln daln kegialtaln ekonomi, daln balhkaln kegialtaln ekonomi lebih cenderung 
didominalsi oleh ideologi sekulalrisme dengaln calmpuraln feodallisme, kalpitallisme daln 
sosiallisme. Negalral-negalral muslim telalh mencobal mengaltalsi problemaltikal ekonomi 
seperti kemiskinaln daln pertumbuhaln ekonomi dengaln kebijalkaln-kebijalkaln yalng 
dibalngun berdalsalrkaln prespektif sekulalr dalri sistem-sistem ekonomi yalng aldal, 
aldallalh tugals morall yalng tidalk terbalntalhkaln balgi pemimpin untuk mewujudkaln 
malqalshid alsy syalrialh, terkalit dengaln permalsallalhaln kehidupaln berbalngsal daln 
bernegalral. 

Indonesial meskipun tidalk mendeklalralsikaln dirinyal sebalgali negalral Islalm, 
nalmun dallalm kontek pembalngunaln perekonomialn nalsionall, dalpalt dilihalt sedikit 
balnyalk dipengalruhi oleh syalrialt Islalm, oleh kalrenal itu dallalm kaljialn ini alkaln berupalyal 
untuk mendeskripsikaln daln menjelalskaln balgalimalnal pemikiraln, pergeralkaln daln 
perkembalngaln ekonomi politik Islalm di Indonesial daln dallalm kaljialn ini difokuskaln 
paldal pergeralkaln ekonomi politik Islalm mulali dalri alwall kemerdekalaln hinggal malsal 
pemerintalhaln Reformalsi yalng didalsalrkaln paldal kaljialn teori, daltal sertal riset terdalhulu. 
 
KAJIAN LITERATUR 
Pemikiran Ekonomi Islam 

Pemenuhaln kebutuhaln hidup malsyalralkalt halrus menyentuh semual lalpisaln 
balik kebutuhaln primer, sekunder malupun tersier sesuali dengaln kemalmpualn tialp 
individu. Dallalm hall ini Islalm mengalralhkaln balgalimalnal distribusi balralng daln jalsal 
ekonomi tersebut bisal diperoleh secalral cukup untuk memenuhi kebutuhaln 
malsyalralkalt. Islalm merumuskaln sualtu sistem yalng sesuali dengaln kebutuhaln malnusial, 
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gunal mendaltalngkaln malslalhalt dallalm kehidupaln malnusial, untuk mencalpali malslalhalt 
malkal halrus terpenuhinyal malqalsid alsysyalrialh (tujualn- tujualn Islalm). 

Imalm alsy-Syaltibi menjelalskaln aldal 5 (limal) bentuk malqalshid alsy-syalrialh, yalitu: 
hifdzu din (melindungi algalmal), hifdzu nalfs (melindungi jiwal), hifdzu mall (melidungi 
halrtal) daln hifdzu nalsalb (melindungi keturunaln).(Ahmad Risuni, 2016;4-5) Hall ini 
menunjukkaln balhwal Islalm tidalk halnyal menitik beraltkaln paldal pemenuhaln malteriall 
semaltal, nalmun pemenuhaln alkaln imalteri jugal diperlukaln gunal memenuhi kebutuhaln 
spirituall malnusial, malkal dalri itu sudalh seyogyalnyal sistem-sistem yalng dialnut daln 
berlalku di malsyalralkalt halrus mencerminkaln sertal mengalralhkaln paldal pemenuhaln 
malqalsid alsy-syalrialh. Termalsuk sistem ekonomi politik Islalm, untuk menegalkkaln 
pralktik ekonomi Islalm yalng bertujualn untuk mewujudkaln malqalshid alsy syalrialh. 
 
Konsep Dasar Politik Ekonomi Islam 

Malrtin Stalnilalnd mendefiniskaln politik ekonomi  sebalgali: AL study of Sociall 
Theory alnd Underdevelopment (sebualh studi tentalng teori sosiall daln 
keterbelalkalngaln). Lebih lalnjut Stalnilalnd mendefiniskaln ekonomi politik sebalgali 
berikut: “mengalcu paldal malsallalh dalsalr dallalm teori sosiall: hubungaln alntalral politik daln 
ekonomi”. Isu ini memiliki dual sisi balik eksplalnaltori malupun normaltif. Isu ini 
memunculkaln pernyaltalaln mengenali balgalimalnal kedual proses tersebut salling terkalit 
daln mengenali balgalimalnal sehalrusnyal merekal terkalit”. Dengaln demikialn balhwal 
kegialtaln ekonomi, daln jugal kegialtaln kegalitaln sosiall lalinnyal tidalk terlepals dalri kontek 
politik pralktis. Secalral eksplisit dalpalt dikaltalkaln, sistem politik tidalk halnyal 
membentuk power relaltionship dallalm malsyalralkalt, tetalpi jugal menentukaln nilali-nilali 
yalng mendalsalri alpal daln balgalimalnal kegialtaln ekonomi dilalksalnalkaln dallalm 
malsyalralkalt. 

Lallu alpalkalh palral ekonom sudalh mengalmbil allih tugals alhli-alhli politik altalu 
justru palral alhli politik telalh berhalsil menjaldikaln politik sebalgali palnglimal, sebetulnyal 
tidalk perlu diperdebaltkaln, sebalb ilmu ekonomi politik merupalkaln sinergi alntalral ilmu 
ekonomi daln ilmu politik. Dengaln sudut palndalng yalng lebih positif ini dihalralpkaln 
balhwal kaljialn tentalng ekonomi politik alkaln membalwal kital paldal pemalhalmaln balhwal 
bekerjalnyal sualtu sistem ekonomi daln proses politik merupalkaln dual sisi dalri saltu sisi 
maltal ualng yalng salmal. Sebalgali sualtu disipllin ilmu yalng lebih komprehensif, ekonomi 
politik lalhir dalri berbalgali upalyal yalng dilalkukaln untuk menemukaln sinergi, mengisi 
kekosogaln (cross fertilizaltion) yalng tidalk dijumpali dallalm saltu disiplin ekonomi altalu 
disiplin politik salja.(Arifin, hal-9). 

Permalsallalhaln ekonomi aldallalh permalsallalhaln sosiall yalng dallalm 
penyelesalinnyal tidalk dalpalt dilalkukaln halnyal dengaln ilmu ekonomi altalu sistem 
ekonomi semaltal, nalmun diperlukaln sinergi dalri rumpun ilmu yalng lalin, contoh 
sederhalnal aldallalh dallalm melihalt tingkalt kemiskinaln, malkal disalnal diperlukaln jugal 
ilmu maltemaltikal, alpallalgi ketikal berbicalral ekonomi Islalm yalng syalralt dengaln nilali-
nilali sertal normal-normal, malkal sudalh balralng tentu memerlukaln bidalng ilmu lalin 
selalin ilmu ekonomi. Sehinggal dallalm melalkukaln kaljialn daln penyelesalialn sualtu 
malsallalh ekonomi dalpalt dilalkukaln salmpali paldal alkalrnyal, ibalralt mengobalti penyalkit, 
tidalk halnyal mengobalti ralsal salkitnyal nalmun jugal sumber dalri penyalkit tersebut. 
Secalral tegals, malkal diperlukaln sinergi alntalral ekonomi Islalm daln Politik Prespektif 
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Islalm. 
Sallalh saltu kalralkteristik sistem ekonomi Islalm aldallalh aldalnyal tuntutaln untuk 

lebih mengutalmalkaln alspek hukum daln etikal bisnis Islalmi. Dallalm sistem ekonomi 
Islalm terdalpalt sualtu kehalrusaln untuk meneralpkaln prinsip-prinsip syalri’alh daln etikal 
bisnis yalng Islalm.(Adiwarman, 2011:1) Prinsip-prinsip tersebut sebalgali dalsalr dallalm 
penyelengalralaln lembalgal ekonomi Islalm termalsuk didallalmnyal lembalgal keualngaln 
ekonomi Islalm (syalrialh), sedalngkaln etikal bisnis Islalm terkalit dengaln proses daln 
mekalnisme politik ekonomi Islalm yalng mengaltur segallal bentuk kepemilikaln, 
pengelolalaln daln pendistribusialn halrtal alntalr individu daln kelompok secalral 
proporsionall. 
 
Pergerakan Dan Perkembangan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia 

Dalam konteks politik ekonomi, indonesia lebih cenderung menggunakan 
pola sistem politik yang mengarahkan pemerintah terlibat dan ikut campur tangan 
dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini terlihat dari produk hukum dan kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditunjukan untuk menunjang perekonomian 
nasional. Sebagaimana yang disampaikan pada penjelasan sebelumnya bahwa produk 
hukum dan kebijakan pemerintah indonesia secara implisit dipengaruhi oleh nilai-
nilai dan norma islam.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitialn ini menggunalkaln metode kuallitaltif, penelitialn kuallitaltif iallalh 
penelitialn untuk mengalmalti kehidupaln dallalm rualng lingkup Sejalralh, perilalku, daln 
Geralkaln sosiall. Daln jugal penelitialn kuallitaltif ini penelitialn yalng dalpalt menghalsilkaln 
perolehaln daltal deskriptif yalng bialsalnyal berupal tulisaln daln dalri perilalku sesoeoralng 
yalng dialmalti. Dengaln menggunalkaln bentuk librally  resealrch altaluy penelitialn 
kepustalkalaln. Penelitialn kepustalkalaln iallalh sebualh studi.  Dimalnal dallalm 
pengumpulaln daltal daln buku, maljallalh, dokumen, jurnall, buku Sejalralh, Penelitialn 
kepustalkalaln ini di almbil dalri beberalpal referensi buku daln judul tentalng Sejalralh 
Pendidikaln islalm paldal zalmaln orde lalmal, orde balru daln reformalsi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Masa Awal Kemerdekaan Dan Orde Lama (1945-1966) 

Pada masa awal kemerdekaan benih adanya ekonomi politik Islam sebenarnya 
sudalh bisal kital telusuri dalri pemikiraln-pemikiraln salng founding falther balngsal ini, 
yalkni M. Halttal. Dallalm konsep Sosiallisme Indonesial altalu Sosiallisme Religius, M. Halttal 
setidalknyal meletalkkaln tigal nilali dalsalr sebalgali fondalsi dallalm melalkukaln alktivitals 
ekonomi yalng hendalk dibalngunnyal, yalitu nilali dalsalr kepemilikaln, kealdilaln sertal 
kebersalmalaln daln persaludalralaln. ALdalpun penjelalsaln ketigal nilali sebalgali 
berikut:(Anwar Abbas, 2010:165). 

Pertalmal, Nilali Dalsalr Kepemilikialn. Menurut Halttal: “Setialp oralng boleh 
mempuyali milik, balik sendiri malupun bersalmal-salmal dengaln oralng lalin. Miliknyal itu 
terjalmin, tidalk  boleh diralmpals dengaln semenal-menal. Tetalpi jikal halk miliknyal tidalk 
dipergunalkaln untuk kepentingaln umum sedalngkaln malsyalrkalt menghendalkinyal, 
pemerintalh berhalk mempergunalkalnnyal untuk itu..” 
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Dalri staltement di altals, Halttal terlihalt menghalrgali halk milik, balik kepemilikaln 
individu malupun kelompok. Sertal kepemilikaln itu halrus di jalmin oleh negalral, 
sehinggal tidalk boleh dialmbil allih talnpal melallui calral daln prosedur yalng benalr 
tentunyal. Nalmun dallalm hall kepemilikaln aldal intervensi pemerintalh, hall ini 
dibolehkaln jikal memalng sumber dalyal yalng dimiliki oleh pribaldi tidalk dipergunalkaln 
sebalgalimalnal mestinyal, sementalral malsyalralkalt umum memerlukalnnyal. Malkal negalral 
altalu pemerintalh boleh ikut calmpur daln mempegunalkalnnyal untuk kepentingaln 
umum. Dallalm hall ini Halttal melihalt halk milik memiliki fungsi sosiall, sehinggal halrus 
digunalkaln untuk kepentingaln umum jugal. 

Kedual, Nilali Dalsalr Kealdilaln. Palndalngaln Halttal tentalng kealdilaln tidalklalh salmal 
dengaln kealdilaln prespektif ekonomi liberallisme-kalpitallisme daln sosiallisme yalng 
sekuler, di malnal kedual palhalm ini kealdilaln halnyal berdimensi dunial daln altalu 
kekinialn, sementalral balgi Halttal kealdilaln bersifalt ketuhalnaln sehinggal tidalk halnyal 
berdimensi kedunialaln, tetalpi jugal berdimensi kealkhiraltaln. Konsep kealdilaln Halttal 
menuntut kesalmalaln di depaln hukum, negalral tidalk boleh membedalbedalkaln alntalral 
oralng seoralng dengaln lalinnyal. Negalral halrus memperlalkukaln merekal secalral salmal, 
termalsuk dallalm bidalng ekonomi, balik produksi, distribusi malupun konsumsi. 
Konsep kealdilaln versi Halttal jugal dikenall dengaln kealdilaln ilalhi yalkni kealdilaln yalng 
dibalwal oleh Islalm. 

Ketigal, Nilali Dalsalr Kebersalmalaln daln Kekelualrgalaln. Menurut Halttal Malnusial 
selalin malkhluk individuall jugal malkhluk sosiall, yalng alrtinyal kehaldiraln seseoralng 
dallalm kehidupalnnyal terkalit dengaln keberaldalaln daln kepentingaln oralng lalin. 
Sehinggal balgi Halttal malsallalh kebersalmalaln, kekelualrgalaln daln persaludalralaln 
merupalkaln sallalh saltu pralsyalralt dallalm kehidupaln berbalngsal daln bernegalral. Disini 
talmpalk dengaln jelals, Halttal memberikaln perhaltialn yalng salngalt besalr balgi tumbuh 
daln berkembalngnyal semalngalt kebersalmalaln di tengalh- tengalh malsyalralkalt, termalsuk 
di dallalmnyal kegialtaln ekonomi yalng beralsalskaln kebersalmalaln daln kekelualrgalaln. 

Secalral ekplisit pemikiraln-pemikiraln Halttal tersebut tertualng dallalm sallalh saltu 
palsall dallalm UUD 1945. Hall itu sebalgali sallalh saltu straltegi mewujudkaln cital-cital luhur 
balngsal ini. Sebalgalimalnal dallalm UUD 1945 BALB XIV Perekonomialn Nalsionall daln 
Kesejalhteralaln Sosiall Palsall 33 disebutkaln. (1) Perekonomialn disusun sebalgali usalhal 
bersalmal berdalsalr alsals kekelualrgalaln. (2) Calbalng-calbalng produksi yalng penting balgi 
negalral daln mengualsali hidup oralng balnyalk dikualsali oleh negalral. (3) Bumi daln alir daln 
kekalyalaln allalm yalng terkalndung di dallalmnyal dikualsali oleh negalral daln dipergunalkaln 
untuk sebesalr-besalrnyal kemalkmuraln ralkyalt. (4) Perekonomialn nalsionall 
diselengalralkaln berdalsalr altals demokralsi ekonomi dengaln prinsip kebersalmalaln, 
efesiensi berkealdilaln, berkelalnjutaln, berwalwalsaln lingkungaln, kemalndirialn, sertal 
dengaln menjalgal keseimbalngaln kemaljualn daln kesaltualn ekonomi nalsionall. 

Bilal kital telalalh lebih lalnjut, malkal ketigal nilali dalsalr ekonomi balngsal ini tidalk 
bertentalngaln daln balhkaln selalrals dengaln prinsip-prinsip ekonomi Islalm. 
(Adiwarman, 2017:34-36) Halttal di nilali lebih mementingkaln etikal daln jiwal yalng 
terdalpalt dallalm aljalraln Islalm dalripaldal mengalmbil sistem daln bentuk strukturnyal, altalu 
Halttal lebih menekalnkaln substalnsi dalri paldal bentuk yalng legall daln formall. Dallalm 
kontek Koperalsi misallnyal, Halttal lebih lebih menekalnkaln kepaldal pengembalngaln 
etikal berkoperalsi yalng dialmbil dalri aljalraln-aljalraln Islalm, seperti tal’alwun (tolong 
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menolong), syirkalh (kerjal salmal), dll, dalripaldal sistem daln bentuk strukturall koperalsi 
yalng dialjalrkaln oleh Islalm itu sendiri.(Anwar Abbas, hal 219) 

Sedalngkaln wujud dalri lembalgal ekonomi paldal malsal alwall kemerdealkalaln 
(berlalnjut paldal pemerintalhaln orde lalmal) aldallalh Koperalsi. Koperalsi yalng dibentuk di 
Indonesial tidalk seperti Koperalsi yalng aldal di Negalral Balralt, Koperalsi di Indonesial tidalk 
halnyal mementingkaln nilali- nilali ekonomi semaltal, nalmun jugal nilali religius, kalrenal 
orientalsinyal jugal kepaldal alkhiralt. 

Koperalsi sebalgali baldaln usalhal yalng beralsalskaln kekelualrgalaln, dinilali cocok daln 
sesuali dengaln kalralkteristik malsyalralkalt Indonesial yalng cenderung religius daln 
memegalng aldalt ketimuraln, meskipun paldal malsal ini belum lalhir UU tentalng 
Perkoperalsialn, nalmun paldal dalsalrnyal Koperalsi sudalh dikenallkaln di Indoensial sejalk 
talhun 1896 oleh R. ALrial Wirialtmaldjal. 

Setelalh sempalt malti suri alkibalt kondisi politik daln gempuraln dalri penjaljalh, 
pergeralkaln Koperalsi di Indonesial di mulali lalgi paldal 12 Juli 1947, dengaln wujud Kongres 
Koperalsi yalng pertalmal di Talsikmallalyal, yalng kemudialn halri itu ditetalpkaln sebalgali 
Halri Koperalsi Indonesial, daln meskipun bukaln oralng yalng pertalmal yalng 
mengenallkaln Koperalsi di Indonesial, nalmun paldal kenyaltalalnnyal setialp pembalhalsaln 
tentalng Koperalsi selallu dikalitkaln dengaln Halttal, salmpali Halttal dijuluki sebalgali Balpalk 
Koperalsi Indonesial. 

Mengingalt kondisi perpolitikaln di Indonesial paldal salalt itu malsih palsalng surut 
(belum stalbil sepenuhnyal), alkibalt seralngaln dalri penjaljalh yalng belum menerimal 
kemerdekalaln Indonesial sertal gejolalk internall balngsal ini, perkembalngaln ekonomi 
Islalm tidalk bisal berkembalng secalral malksimall, daln politik ekonomi Islalm paldal malsal 
itu malsih berupal walcalnal sertal kaljialn-kaljialn dalri intelektuall Indonesial, sehinggal 
belum aldal dalsalr hukum yalng secalral ekplisit membalhals tentalng pralktik ekonomi 
Islalm. 
 
Masa Orde Baru (1966-1998) 

Sistem ekonomi yalng dikembalngkaln paldal malsal Orde Balru aldallalh ekonomi 
kalpitallis yalng salngalt bergalntung paldal balntualn Balralt. Dallalm pembalngunaln yalng 
bercoralk kalpitallis inilalh terselip westernisalsi. Unsur westernisalsi aldallalh sualtu resiko 
yalng sulit dihindalri oleh Orde Balru dallalm ralngkal modernisalsi, sebalgali lalngkalh untuk 
menjaluhkaln Indonesial dalri komunisme. Hall ini memalng sejallaln dengaln kebijalkaln 
tujualn pembalngunaln paldal false alwall Orde Balru yalitu: pendidikaln di negalral-negalral 
Balralt, balntualn pemberialn salhalm daln teknik, penalnalmaln modall alsing daln pemberialn 
salhalm, pengalruh medial malssal, daln pemindalhaln struktur lembalgal daln ekonomi.( 
M.Dawam Raharjo, 2013:187) Kebijalkaln ekonomi Indonesial paldal malsal tersebut lebih 
berkiblalt paldal ALmerikal, kalrenal memalng Presiden Suhalrto menunjuk beberalpal 
ekonom lulusaln Balralt untuk “mengalrsitekturi” pembalngunaln perekonomialn 
nalsionall. 

Kebijalkaln daln kealdalaln politik demikialn, mempersempit altalu balhkaln tidalk 
memberikaln rualng geralk balgi umalt Islalm untuk meneralpkaln prinsip-prinsip ekonomi 
Islalm dallalm alktivitals ekonomi. Umalt Islalm jugal mengallalmi kesulitaln dallalm 
mendalpaltkaln alkses daln berhubungaln lebih intensif dengaln negalral-negalral muslim. 
Hall ini lebih disebalbkaln paldal petal politik pemerintalhaln Orde Balru yalng memalndalng 
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Islalm besertal aljalraln-aljalralnnyal sebalgali alncalmaln. 
ALkibaltnyal dallalm hall perkembalngaln ekonomi Islalm, terutalmal dallalm 

perkembalngaln Lembalgal Ekonomi daln Keualngaln Syalrialh (LEKS) termalsuk produk 
daln jalsal Lembalgal Keualngaln Syalrialh (LKS), Indonesial tertinggall jaluh dalri Negalral 
Muslim Lalinnyal misallkaln Mallalysial. Di Malnal Mallalysial sudalh 10 talhun lebih alwall 
mendirikaln Balnk Islalm, dengaln dukungaln penuh dalri pemerintalh, yalng alrtinyal 
pemerintalh menjallalnkaln ekonomi politik Islalm secalral penuh dengaln mengelualrkaln 
dalsalr hukum untuk pendirialn daln keberlalngsungaln balnk Islalm di Mallalysial. 

Eksistensi ekonomi Islalm di Indonesial balru terlihalt ketikal berdiri balnk yalng 
dallalm operalsionallnyal berlalndalskaln prinsip ekonomi Islalm (sistem balgi halsil), paldal 
talhun 1992 yalng dipralkalrsali oleh MUI (Maljlis Ulalmal Indonesial) yalng bernalmal Balnk 
Mualmallalt Indonesial (BMI). ALkte pendirialn PT Balnk Mualmallalt Indonesial 
ditalndaltalngalni paldal talnggall 1 November 1991 daln balru beroperalsi paldal 1 Mei 
1992.(Darsono, 2019:22) BMI meskipun balnk Islalm pertalmal belum memalkali nalmal 
balnk syalrialh, kalrenal sistem politik salalt itu malsih memalndalng Islalm sebalgali 
alncalralmaln. Daln jelals saljal kelalhiraln BMI tersebut tidalk didukung oleh peraltutaln 
perundalngaln yalng memaldali. Kemungkinaln besalr selalin falktor politik, falktor tidalk 
aldalnyal palyung hukum yalng memaldali BMI tidalk mengunalkaln istilalh balnk Islalm altalu 
balnk syalrialh. 

Paldal malsal pemerintalhaln Orde Balru, politik ekonomi Islalm berdalsalrkaln 
palyung hukum, dalpalt kital lihalt paldal UU No. 7 Talhun 1992 tentalng perbalnkaln. UU 
tersebut memberikaln pelualng untuk membukal balnk yalng beroperalsi dengaln prinsip 
balgi halsil. Paldal talhun itu jugal Indonesial memalsuki eral duall system balnking, di malnal 
balnk dengaln prinsip balgi halsil daln balnk konvensionall secalral bersalmal-salmal 
mendukung pembalngunaln perekonomialn Nalsionall. UU No. 7 Talhun 1992 tentalng 
perbalnkaln daln Peralturaln Pemerintalh (PP) No. 72 Talhun 1992, menjaldi saltu-saltunyal 
UU daln PP yalng menjaldi dalsalr hukum lembalgal keualngaln syalrialh dallalm hall ini 
aldallalh balnk Islalm. 

Selalin UU daln PP tersebut paldal malsal ini tepaltnyal paldal Paldal talnggall 21 
Oktober 1992, disalhkaln UU No. 25 Talhun 1992 tentalng Perkoperalsialn. UU ini 
menjaldikaln eksistensi koperalsi lebih tertaltal secalral sistemaltis daln memilki peraln 
dallalm pembalngunaln ekonomi Nalsionall. Sehinggal koperalsi sebalgali geralkaln ekonomi 
ralkyalt malupun sebalgali baldaln usalhal, dalpalt dijaldikaln sebalgali allalt dallalm mewujudkaln 
cital-cital luhur dalri balngsal ini. Daln yalng lebih penting aldallalh koperalsi mendalpalt 
pengalkualn secalral legall formall dalri pemerintalh. 
 
Masa Reformasi (1998-2017) 

Gelombalng perubalhaln politik nalsionall yalng terjaldi paldal talhun 1998 yalng 
ditalndali oleh lengsernyal Presiden Soehalrto (pemerintalhaln Orde Balru) mempunyali 
implikalsi yalng luals, sallalh saltu dialntalralnyal aldallalh kemballinyal demokralsi dallalm 
kehidupaln politik nalsionall. Pemilu yalng benalr-benalr LUBER berlalngsung paldal talhun 
1999 daln diikuti oleh 48 palrpol. Demokraltisalsi memiliki dalmpalk ke beberalpal alspek 
dialntalralnyal polal relalsi alntalral Presiden daln DPR mengallalmi perubalhaln cukup 
mendalsalr. Jikal paldal malsal lallu DPR halnyal menjaldi tukalng stempel, malsal kini merekal 
bertindalk mengalwalsi presiden, sebalgalimalnal pemerintalhaln presidentil. 
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Malsal reformalsi formalt politik yalng digunalkaln yalng tidalk lalgi executive healvy 
(altalu balhkaln dominaln) seperti paldal malsal Orde Balru, tetalpi jugal tidalk terlallu 
legislaltive healvy seperti paldal malsal orde lalmal altalu malsal Demokralsi Palrlementer yalng 
sudalh menjaldi stigmal negaltif.( Purwoko, 2017:10) Formalt politik paldal malsal reformalsi 
tersebut memberikaln efek positif terhaldalp perkembalngaln politik ekonomi Islalm. 
Ekonomi Islalm tidalk halnyal mendalpalt perhaltialn dallalm bentuk kaljialn-kaljialn altalu 
penelitialn-penelitialn semaltal, nalmun jugal mendalpalt perhaltialn khusus dalri 
pemerintalhaln dallalm bentuk pengelualraln palyung hukum, seperti UU, PP malupun 
pembentukaln devisi dallalm baldaln pemerintalhaln tertentu, seperti OJK (Otoritals Jalsal 
Keualngaln) yalng memiliki Depalrtemen Perbalnkaln Syalrialh. 

Perkembalngaln dalri pralktik ekonomi politik Islalm di Indonesial, dalpalt 
dikaltalkaln berbalnding lurus dengaln perkembalngaln ekonomi Islalm altalu sering 
disebut ekonomi syalrialh. Hall ini terlihalt dalri semalkin berkembalngnyal institusi 
malupun produk keualngaln syalrialh. Ekonomi politik Islalm dallalm perkembalngalnnyal 
di Indonesial paldal malsal reformalsi dalpalt kital lihalt dalri berbalgali alspek. 

Pertalmal, ekonomi Islalm mendalpalt perhaltialn dalri palral alkaldemisi dallalm 
bentuk kaljialn. Meskipun kaljialn ekonomi Islalm sudalh dimulali sejalk 1923, Halji Oemalr 
Salid Tjokroalminoto misallnyal telalh menulis buku Sosiallisme Islalm, daln beberalpal 
alkaldemisi lalin. Nalmun kaljialn- kaljialn tentalng ekonomi Islalm tidalk terpublikalsikaln 
dengaln balik, daln tidalk ditulis dallalm alrtikel-alrtikel pendek sehinggal terkesaln 
diskursus ekonomi Islalm terputus-putus. 

Paldal malsal pemerintalhaln Reformalsi ini, alkaldemisi telalh balnyalk melalkukaln 
kaljialn- kaljialn tentalng ekonomi Islalm, seperti Seminalr, Pelaltihaln tentalng Ekonomi 
Islalm (syalrialh), publikalsi ilmialh, publikalsi populer seperti buku daln lalin sebalgalinyal. 
Sehinggal literalsi malsyalrkalt alkaln ekonomi Islalm, terutalmal tentalng prinsip-prinsip 
ekonomi Islalm semalkin meningkalt, daln hall ini paldal alkhirnyal mempengalruhi 
kesaldalraln malsyalralkalt secalral umum alkaln pemenuhaln prinsip-prinsip ekonomi Islalm 
dallalm setialp kegialtaln ekonomi, terutalmal dallalm tralnsalksi keualngaln. Di malnal 
malsyalralkalt kital sudalh mulali menghindalri sistem bungal, kalrenal bungal dallalm balnk 
itu riba.( Amier, 2019:121) Daln dalmpalk selalnjutnyal paldal alwall talhun 2000 sudalh mulali 
tumbuh kembalng lembalgal keualngaln syalrialh (LKS) di Indoensial, balik balnk malupun 
non balnk. 

Kedual, calmpur talngaln pemerintalh dallalm bentuk penerbitaln Palyung Hukum 
daln pembentukaln institusi untuk mengembalngkaln ekonomi syalrialh. Calmpur talngaln 
pemerintalh secalral alktif jugal mendorong perkembalngaln daln pertumbuhaln pralktik 
ekonomi syalrialh daln industri keualngaln syalrialh. Pemerintalh secalral alktif menerbitkaln 
palyung hukum terkalit dengaln pengembalngaln ekonomi Islalm, khususnyal keualngaln 
syalrialh, dallalm kurun walktu 1998 salmpali dengaln 2017 setidalknyal aldal 7 UU tentalng 
keunalgaln syalrialh, mulali dalri perbalnkaln syalrialh salmpali paldal industri keualngaln 
syalrialh lalinnyal. selalin UU penerbitaln palyung hukum dalri pemerintalh jugal berupal 
Peralturaln Pemerintalh (PP) yalng jumlalhnyal puluhaln.27 Dallalm palper ini halnyal alkaln 
mengkalji UU terkalit ekonomi syalrialh, mengingalt begitu balnyalk jumlalh PP yalng aldal, 
selalin itu sesuali dengaln tujualn palper ini aldallalh melihalt secalral komprehensif politik 
ekonomi Islalm. 

Selalin itu pembentukaln institusi-institusi tertentu oleh pemerintalh untuk 
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mendorong perkembalngaln ekonomi Islalm, seperti pembentukaln saltker khusus di BI 
(Balnk Indonesial) daln pembentukaln (Otoritals Jalsal Keualngaln) OJK. ALdalnyal OJK 
merupalkaln perubalhaln penting dalri industri keungaln syalrialh di Indonesial, kalrenal 
perallihaln pengalwalsaln perbalnkaln daln lembalgal keualngaln syalrialh lalinnyal ke OJK. 
Selalin itu even-even insidentil bertalralf nalsionall jugal alktif dilalkukaln oleh pemerintalh, 
seperti hallnyal, Geralkaln Ralkyalt Syalrialh (Gress) 2013, Kalmpalnye ALku cintal Keualngal 
Syalrialh oleh Presiden RI Joko Widodo paldal palsalr Ralkyalt Syalrialh 14 Juni 2016, daln lalin 
sebalgalinyal. Hall ini tidalk lalin dilalkukaln untuk mendorong perkembalgaln daln 
pertumbuhaln ekonomi daln keualngaln syalrialh nalsionall. 

Ketigal, respon Positif dalri Pralktisi daln malsyalralkalt. Salmpali dengaln November 
2016, perkembalngaln industri daln keualngaln syalrialh nalsionall di Indonesial mengallalmi 
pertumbuhaln. Jumlalh Balnk Umum Syalrialh (BUS) mencalpali 13 balnk, Unit Usalhal 
Syalrialh (UUS) mencalpali 23 Unit, Balnk Pembialyalaln Ralkyalt Syalrialh (BPRS) mencalpali 
163 unit. Paldal sektor alsuralnsi syalrialh, jumlalh perusalhalaln alsuralnsi syalrialh mencalpali 
3 unit, perusalhalaln alsuralnsi umum syalrialh sebalnyalk 2 unit, unit syalrialh perusalhalaln 
alsuralnsi jiwal sebalnyalk 17 unit, unit syalrialh perusalhalaln alsuralnsi umum sebalnyalk 23 
unit, daln unit syalrialh perusalhalaln realsuralnsi sebalnyalk 3 unit. Paldal palsalr modall 
syalrialh, jumlalh sukuk korporalsi paldal talhun 2014 telalh mencalpali 33 efek, SBSN 
sebalnyalk 17 efek. 
 
KESIMPULAN 

Politik ekonomi Islalm aldallalh calbalng ilmu yalng memaldukaln prinsip-prinsip 
Islalm dengaln pengelolalaln ekonomi, bertujualn untuk mewujudkaln kealdilaln sosiall, 
kesejalhteralaln umalt, daln keberlalnjutaln ekonomi. Dallalm sejalralhnyal, pemikiraln ini 
beralkalr paldal aljalraln ALl-Qur'aln daln Sunnalh, sertal dikembalngkaln oleh palral ulalmal daln 
pemikir Islalm seperti Ibnu Khalldun, ALl-Ghalzalli, daln tokoh modern seperti 
Muhalmmald Balqir all-Saldr. Pergeralkaln ekonomi Islalm mulali mendalpaltkaln 
momentum paldal albald ke-20 seiring dengaln kebalngkitaln kesaldalraln umalt Islalm 
terhaldalp pentingnyal sistem ekonomi berbalsis syalrialh sebalgali allternaltif dalri sistem 
kalpitallis daln sosiallis. Institusi seperti perbalnkaln syalrialh, alsuralnsi Islalm (talkalful), daln 
zalkalt menjaldi pilalr penting dallalm pralktik ekonomi Islalm. 

Dallalm perkembalngalnnyal, politik ekonomi Islalm menghaldalpi talntalngaln daln 
pelualng. Talntalngaln utalmalnyal aldallalh integralsi dengaln sistem ekonomi globall, 
menjalgal kepaltuhaln terhaldalp prinsip syalrialh, daln menghaldalpi ketidalkseimbalngaln 
ekonomi. Nalmun, pelualng besalr terlihalt paldal meningkaltnyal minalt malsyalralkalt globall 
terhaldalp konsep keualngaln etis, yalng selalrals dengaln prinsip Islalm. Dengaln demikialn, 
politik ekonomi Islalm bukaln halnyal menjaldi solusi balgi umalt Islalm, tetalpi jugal 
memberikaln kontribusi balgi penciptalaln sistem ekonomi yalng lebih aldil daln 
berkelalnjutaln secalral universall. 
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